BAB V
KESIMPULAN

Dinamika perkembangan militer Jepang menjadi kajian
menarik karena secara historis terutama sebelum tahun 1945,
Jepang adalah negara dengan militer yang sangat kuat, namun
sejak berakhirnya PD Il Jepang tidak memiliki kekuatan
militer. Sejak saat itu, secara faktual pertahanan Jepang
sepenuhnya tergantung pada Amerika Serikat. Ketergantungan
tersebut menyebabkan dunia internasional mengkritik Jepang
karena di satu sisi Jepang tidak memberikan cukup kontribusi
terhadap penjagaan stabilitas dan keamanan internasional,
namun di sisi lain Jepang menikmati dan mendapatkan
berbagai keuntungan yaitu terjaminnya keamanan jalur-jalur
perdagangannya di berbagai belahan dunia.

Pada tahap tertentu dunia internasional bahkan menekan
Jepang untuk membangun kembali kekuatan militernya.
Sumbangan Jepang secara finansial dirasa tidak cukup dan
tidak fair dalam upaya negara-negara. Keadaan ini
menyebabkan Jepang mengalami dilema antara membangun
kekuatan militernya kembali atau tidak. Jika pilihan yang
pertama dilakukan maka akan muncul tentangan domestik
karena hal itu bertentangan dengan Konstitusi Jepang tahun
1947 yang melarang Jepang untuk membangun kekuatan
militernya. Selain itu secara eksternal negara-negara tetangga
Jepang juga menentang pembangunan kembali militer Jepang,
karena adanya kekhawatiran akan bangkitnya militerisme
Jepang yang ekspansif di mana mereka pernah menjadi
korbannya. Sebaliknya jika piihan kedua yang dilakukan maka
Jepang akan mendapatkan tekanan yang semakin besar dari
banyak negara yang menganggap Jepang adalah free rider dari
keamanan internasional yang diupayakan dan dijaga oleh
dunia internasional.

Secara teoritis, negara merdeka bebas menentukan
seluruh kebijakan yang menyangkut kepentingan nasional
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primernya, termasuk dalam hal ini kebijakan yang
menyangkut pertahanan keamanan, tanpa campur tangan
negara lain. Namun yang terjadi dengan Jepang adalah sesuatu
yang di luar kebiasaan umum, karena sejak 1950-an yaitu
ketika pendudukan sekutu terhadap Jepang telah berakhir,
Jepang tetap berada di bawah pengaruh Amerika Serikat,
terutama dalam penentuan kebijakan pertahanan keamanan.

Selain negara merdeka, dewasa ini Jepang juga
merupakan salah satu negara yang memiliki perekenomian
termaju di dunia. Namun, kemajuan ekonomi tersebut tidak
diikuti oleh pembangunan militer sebagaimana dilakukan oleh
negara-negara maju lainnya. Prosentase dari Gross National
Product (GNP) untuk anggaran pertahanannya adalah paling
kecil dibandingkan negara-negara maju lainnya seperti
Jerman, Inggris, Prancis bahkan dari negara-negara Asia
seperti Singapura, Korea Selatan, dan Taiwan. Anggaran
pertahanannya tidak pernah lebih dari 1% dari GNP sampai
tahun 1984.

Keadaan Jepang yang tidak memiliki militer mandiri,
berawal dari kekalahan Jepang dalam PD Il yang ditandai
dengan penandatanganan perjanjian penyerahan diri Jepang
pada Sekutu, yang tertuang dalam potsdam declaration (26
Juli 1945) tanggal 26 Agustus 1945. Akibatnya Jepang harus
menerima kenyataan bahwa kekuatan militer yang pernah
dibanggakan harus dilucuti pasukan Sekutu yang sebagian
besar terdiri dari tentara-tentara Amerika Serikat.

Amerika Serikat mengambil alih sistem pemerintahan
Jepang yang harus tunduk di bawah sistemnya, dan Jepang
juga harus mengakui Jenderal Angkatan Laut Amerika Serikat,
Douglas MacArthur sebagai komandan tertinggi kekuatan
sekutu Pasifik, selaku officer pendudukan di Jepang. Demi
keamanan dunia, sekutu juga melakukan perubahan terhadap
konstitusi Jepang, yang mengisyaratkan agar Jepang tidak lagi
mengembangkan kekuatan militer di kemudian hari. Konstitusi
baru tersebut menetapkan tiga prinsip dasar yang salah satunya
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menegaskan tentang sikap negara Jepang yang cinta damai.
Untuk melaksanakan prinsip yang ke tiga tersebut, pada artikel
9 Konstitusi 1947, secara tegas disebutkan tentang pelarangan
penggunaan militer ke luar negeri berdasarkan keputusan
sendiri. Untuk menjaga keamanan wilayahnya, khususnya
terhadap serangan dari luar, Jepang dipaksa mengadakan
aliansi keamanan dengan Amerika Serikat. Aliansi keamanan
tersebut dituangkan dalam The US-Japan Treaty Mutual
Cooperation and Security yang ditandatangani tahun 1951 dan
berlaku mulai bulan April 1952. Selain alasan keamanan
Jepang, aliansi tersebut juga dilatarbelakangi keinginan Sekutu
untuk mempertahankan keberadaannya dikawasan Asia,
khususnya di Asia Timur, karena pendudukan sekutu akan
berakhir pada tahun 1952. Amerika Serikat berkepentingan
untuk menjaga agar pengaruh komunis tidak meluas ke
negara-negara Asia Pasifik khususnya di kawasan Asia Timur.

Perjanjian  tersebut mewajibkan Jepang untuk
mengorbankan semua wilayah yang didudukinya sejak 1895,
serta memasukkan Jepang ke dalam sistem keamanan Amerika
Serikat. Amerika Serikat menandatangani  perjanjian
berikutnya dengan Jepang pada tahun 1954 yang isinya adalah
menyediakan perlengkapan-perlengkapan, alat-alat, dan
lainnya bagi Jepang. Sebaliknya Jepang menyediakan basis-
basis militer dan alat-alat yang diperlukan oleh Amerika
Serikat. Perjanjian tersebut adalah awal dimulainya babak baru
negara Jepang yang tidak mempunyai militer, pertahanan dan
keamanan sendiri.

Sejak tidak memiliki kekuatan militer yang berarti,
Jepang berkonsentrasi di bidang ekonomi yang disebut
kebijakan seikei bunri, yaitu pemusatan pada masalah-masalah
ekonomi dan menghindarkan diri dari keterlibatan dalam
masalah politik dan keamanan. Sebagai hasilnya pada tahun
1969 hingga 1981 rata-rata pertumbuhan tahunan Gross
National Product (GNP) per kapita Jepang 3,3 kali lebih besar
ketimbang rata-rata gabungan Amerika Serikat, Kanada,
Inggris, Perancis, dan Jerman Barat. (Pertumbuhan ini
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menurun ke tingkat yang sama dengan negara-negara tersebut
akibat resesi tahun 1981-1983). Dalam GNP (dibandingkan
dengan GNP per kapita), produktifitas Jepang meningkat 12
kali lipat antara tahun 1950 hingga 1976, sementara GNP
Amerika Serikat hanya meningkat 2,3 kali lipat, dan negara-
negara Eropa Barat meningkat tiga kali lipat. Selain itu,
kemantapan neraca pembayaran dan perdagangan berkat
kebangkitan yang luar biasa selepas PD Il memungkinkan yen
Jepang bersaing dengan mark Jerman sebagai mata uang yang
paling bernilai dan disukai di dunia dalam segala bidang,
kecuali kekuatan militer. Jepang sudah menjadi kekuatan
utama selama satu setengah dekade.

Selama ini keterlibatan Jepang dalam penataan
keamanan internasional diwakili oleh Amerika Serikat.
Sedangkan keterlibatan Jepang hanya secara tidak langsung
yaitu melalui  kebijakan-kebijakan yang menekankan
pendekatan-pendekatan dan kepentingan ekonomi. Jepang
menggunakan kemampuan ekonominya sebagai alat untuk
menjalin hubungan dengan negara-negara lain yaitu melalui
pemberian bantuan ekonomi.

Di tengah kondisi dilematis yang dihadapinya, Jepang
pada kenyataannya telah melakukan upaya-upaya membangun
kembali militernya. Strategi yang dilakukan Jepang adalah
memanfaatkan kondisi-kondisi di mana pembangunan militer
yang dilakukannya seolah-olah adalah suatu keharusan yang
dipaksakan oleh pihak luar terutama oleh AS. Dengan
memanfaatkan hubungannya dengan AS yang pada titik
tertentu semakin terbebani dengan kewajibannya melindungi
keamanan Jepang, Jepang berhasil mendapatkan simpati
publik domestik dan menekan ketakutan negara-negara
tetangganya terhadap kebangkitan kembali militerismenya.

Sejak momentum pembangunan kembali kekuatan
militer tersebut strategi Jepang terus berjalan dengan
memanfaatkan momentum-momentum  politik keamanan
internasional yang melibatkan AS. Pada awal mulainya Perang
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Dingin (tahun 1953), Jepang membangun 152.000 personil
militer dari 172.000 yang diminta oleh AS. Pada tahun 1955
Jepang kembali membangun militernya menjadi 156.834 dari
total 179.737 yang diminta oleh AS. Pada momentum perang
Vietnam tahun 1960 jumlah tersebut meningkat menjadi
206.001 atas dasar permintaan AS dari total 300.000 personil.
Pada tahun 1973 yaitu ketika AS kalah dalam Perang Vietnam
dan kemudian AS mundur dan mengurangi kekuatan
militernya di kawasan Far East, Jepang kembali membangun
sebanyak 286.200 dari total 350.000 personil yang diminta
oleh AS. Pada masa-masa berikutnya Jepang terus melakukan
hal yang sama yaitu memanfaatkan situasi-situasi yang di satu
sisi terlihat sulit tetapi malah memberikannya kesempatan
untuk membangun kekuatan militernya. Pada tanggal 10
Desember 2004, Jepang meluncurkan sebuah Program
Rencana Pertahanan baru yang merupakan sebuah loncatan
dari sistem pertahanan yang sekedar membela diri hingga siap
membela diri dengan rudal.

Fakta yang menarik adalah, Jepang memusatkan
peningkatan  kapabilitas  militernya  pada, pertama
pengembangan kemampuan untuk counter cyber attack dan
mengamankan information technology serta jaringan
komunikasi internasional. Kedua, mengembangkan counter
attack by irregular forces, possibly armed with nuclear,
biological or chemical devices. Dana yang diterima kabinet
Jepang untuk pelaksanaan MTDP sejak 5 Desember 2000
sampai 2005 adalah 25 triliun Yen (kira-kira US$ 203 milyar).

Secara garis besar dalam hal personil militer terjadi
penurunan atau deklinasi pada posture kekuatan pertahanan
Jepang, namun dari segi persenjataan dan peralatan pertahanan
dan keamanan Jepang mengalami modernisasi yang sangat
signifikan. Modernisasi tersebut mencakup lima area; Ground,
Maritime, Air Defense, IT Network, Research and
Development. Di dalam program tersebut disebutkan tentang
kerja sama research and development dengan AS dalam hal
pengembangan theater missile defense, fixed wing maritime
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patrol/ASW P-3C dan C-1 transport replacements;
pembangunan defense information infrasructure (triservice
computer integration program, dan common operating
environment. Modernisasi ini akan menyebabkan Jepang
memiliki kekuatan misil yang canggih serta akan sangat
unggul dalam peningkatan Kinerja persenjataan dan peralatan
militer.

Dengan modernisasi tersebut maka Jepang akan mampu
mengamankan kawasannya sejauh mungkin tanpa tergantung
lagi pada AS. Misalnya dengan new mid-refuelling tankers
jarak jangkau fighter aircraft Jepang akan bertambah hingga
mencapai seluruh Asia Timur. Kemampuan untuk counter
cyber attack dengan pengembangan defense information
infrastructure akan memberikan kemampuan bagi Jepang
untuk mengacaukan sistem komunikasi lawan.

Shinzo Abe merupakan salah satu tokoh yang secara
konsisten mengupayakan amandemen Pasal 9. Abe sudah
menyerukan revisi konstitusi sejak ia menjabat Perdana
Menteri di tahun 2006-2007. Dalam satu pernyataan
memperingati 60 tahun Kkonstitusi, Abe menyampaikan
perlunya suatu era baru agar Jepang dapat berperan lebih besar
dalam keamanan global. Untuk itu Abe menetapkan
perombakan konstitusi sebagai salah satu prioritas utamanya.
Abe sangat serius dalam upayanya memperluas peran militer
Jepang. Hal itu misalnya ditunjukkan ketika ia mengupayakan
persetujuan parlemen untuk memperpanjang misi militer
Jepang di Afghanistan. Pada saat itu Abe mengatakan bahwa
dia akan mengundurkan diri jika gagal mendapat persetujuan
parlemen. Selanjutnya dalam masa kampanye tahun lalu, Abe
kembali menyampaikan keinginan untuk merevisi Pasal 9, dan
segera setelah terpilih menjadi perdana menteri pada
Desember 2012 Pemerintahan Abe memulai upaya-upaya
tersebut.

Perubahan terhadap Pasal 9 akan memberikan dampak
besar bagi kebijakan keamanan nasional Jepang. Selama ini
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pemerintah Jepang memahami bahwa merupakan sebuah
pelanggaran terhadap konstitusi jika Jepang menggunakan
kekuatan pertahanannya untuk mempertahankan negara lain
sementara Jepang sendiri tidak berada dalam serangan
langsung. Interpretasi tersebutlah yang hendak diubah oleh
Pemerintahan ~ Abe, sehingga memungkinkan Jepang
menggunakan SDF untuk menghadapi serangan terhadap
sekutu-sekutu Jepang, termasuk AS. Argumen bahwa Jepang
tidak akan mampu menjalankan kewajiban-kewajiban
internasionalnya, misalnya di bawah PBB, tanpa didukung
kekuatan militer yang normal juga melandasi upaya Abe.

Pada kenyataannya dalam tahun-tahun belakangan ini
Jepang telah mengambil langkah menuju peran kemiliteran
yang normal. SDF telah beberapa kali berpartisipasi dalam
pasukan militer multinasional yang dipimpin oleh AS,
misalnya keterlibatan dalam perang di Afghanistan. SDF juga
bergabung dalam Operasi Penjaga Perdamaian PBB. Di
Afghanistan kapal-kapal laut Jepang beroperasi di Samudera
Hindia untuk memberi bahan bakar dan bantuan logistik
lainnya bagi pesawat-pesawat AS. Di bawah PM Junichiro
Koizumi, pasukan Jepang juga bergabung dalam misi penjaga
perdamaian di Irak. Penempatan pasukan di Irak merupakan
keikutsertaan pertama ke dalam zona perang sejak PD Il. Misi-
misi semacam itu selalu memicu perdebatan publik mengenai
apakah tindakan semacam itu bertentangan atau tidak dengan
Konstitusi Jepang. Karena itu pula Abe menginginkan Pasal 9
diubah agar lebih sesuai dengan realita SDF saat ini.

Sementara mengupayakan revisi konstitusi,
Pemerintahan Abe juga mengusulkan kenaikan anggaran
pertahanan untuk tahun 2014 dengan argumen bahwa
diperlukan  penguatan  pertahanan  untuk  merespons
pertumbuhan pesat militer Cina dan ancaman nuklir Korea
Utara, Pemerintahan Abe mengajukan kenaikan anggaran
pertahanan tertinggi sejak 22 tahun terakhir. Pada bulan
Agustus lalu, Jepang mengumumkan anggaran pertahanan
tahun 2014 akan mencapai US$ 49 milyar yang akan
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digunakan untuk meningkatkan kemampuan pengawasan
pulau-pulau, termasuk pulau yang diklaim oleh Cina.

Kenaikan anggaran pertahanan sebesar tiga persen
tersebut merupakan yang terbesar sejak tahun 1992, dan
merupakan titik balik karena sejak tahun 2002 sampai 2012
anggaran pertahanan Jepang selalu mengalami penurunan. Jika
dibandingkan dengan Cina, anggaran pertahanan Jepang jauh
tertinggal. Belanja pertahanan Cina pada tahun 2012 mencapai
US$ 166 milyar, atau tiga kali lebih besar dari anggaran
Jepang. Antara tahun 2003 sampai 2012, anggaran pertahanan
Cina telah mengalami kenaikan sebesar 175 persen, sementara
Jepang mengalami  penurunan. Ketimpangan belanja
pertahanan tersebut tampaknya telah menghasilkan sikap
asertif Cina. Kapal-kapal patroli Cina sering kali bertindak
keras di wilayah Kepulauan Senkaku yang dipersengketakan
kedua negara.

Cina memang sedang mengalami transformasi drastis.
Kekuatan militer Cina meskipun masih jauh di bawah
kekuatan dan daya jangkau (power outreach) militer AS, Kini
menjadi begitu digdaya dan mengkhawatirkan di kawasan
Asia Pasifik. Dari sudut politik-diplomatik, khususnya sejak
dimulainya diplomasi “serangan simpatik” (charm offensive)
dalam sepuluh tahun belakangan ini, pamor internasional RRC
semakin mengesankan. Partisipasi aktif Cina dalam berbagai
organisasi internasional dan kerangka kerja sama regional,
baik sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Organisasi
Perdagangan Dunia (WTO), maupun di sejumlah organisasi
regional, seperti ASEAN Plus Three (APT), APEC, ASEAN
Regional Forum (ARF), dan East Asia Summit (EAS) semakin
memperkukuh posisi negara itu sebagai aktor global yang
berpengaruh yang dapat membawa implikasi positif dan
negatif bagi kawasan Asia Pasifik. Sejauh ini, perkembangan
yang ada menunjukkan bahwa Cina mampu mengelola
kebangkitannya itu dengan baik. Beijing, yang selama dekade
1960 dan 1970 menjadi sumber instabilitas di kawasan, mulai
tampil sebagai kekuatan baru yang mengedepankan kerja sama
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dan perdamaian. Namun jaminan “kebangkitan damai”
(peaceful rise) yang kerap dikemukakan oleh RRC masih
diwarnai oleh Kketidakpastian. Kekhawatiran utama dari
sebagian negara di kawasan adalah bagaimana Cina akan
menggunakan kekuatan ekonomi dan militernya di masa
mendatang, setelah Cina menjadi negara adidaya. Disamping
itu, sulit memperkirakan sejauhmana menguatnya faktor
nasionalisme dalam masyarakat Cina, yang kerap menuntut
pemerintah Cina bertindak sesuai dengan statusnya sebagai
layaknya sebuah negara besar (daguo), akan mempengaruhi
kebijakan luar negeri negara itu. Misalnya, sikap sebagian
pejabat tinggi miiter Cina yang mulai agresif dalam
menghadapi sengketa teritorial dengan negara lain, mulai
menimbulkan kekhawatiran di kalangan negara-negara Asia.

Upaya pemerintahan Abe meningkatkan peran dan
memperkuat militer Jepang memancing beragam respons di
kawasan. Faktor sejarah masih membayangi Cina dan Korea
Selatan, sehingga masyarakat di kedua negara selalu
memandang peningkatan kekuatan militer Jepang akan
mengembalikan karakter agresif Jepang di masa lalu. Begitu
pula dengan Korea Utara, bagi mereka Jepang pasca-PD Il
tidak berbeda dengan Kekaisaran Jepang di abad ke-20.
Tindakan-tindakan brutal tentara Jepang di Semenanjung
Korea sepanjang paruh pertama abad ke-20 masih melekat di
ingatan masyarakat Korea Selatan, dan diperburuk lagi oleh
pernyataan-pernyataan menyakitkan yang sering kali
dilontarkan tokoh-tokoh Jepang mengenai masa itu. Sikap
Jepang yang semakin tegas dalam persoalan sengketa
Kepulauan Diaoyu/Senkaku dengan Cina, merupakan faktor
lainnya yang menyebabkan Cina juga khawatir dengan
perkembangan militer Jepang.

Beberapa negara lainnya di kawasan yang sebelumnya
juga memiliki kekhawatiran yang sama mengenai kembalinya
militerisme Jepang kini tampak menyambut baik perubahan
yang sedang terjadi. Filipina, Australia, dan Singapura yang
pada dekade lalu selalu mendorong AS untuk melakukan

75



pengawasan yang ketat atas setiap perkembangan militer
Jepang, akhir-akhir ini menunjukkan sikap yang mendukung
penguatan militer Jepang. Bagi sejumlah negara di kawasan,
kekuatan militer Jepang memiliki arti strategis untuk
mengimbangi kebangkitan Cina. Bagi AS, Jepang memiliki
peran sentral dalam langkah Pacific Pivot AS. Perluasan peran
dan peningkatan kekuatan militer Jepang secara langsung akan
mengurangi beban AS dalam menjaga stabilitas kawasan di
tengah tekanan keterbatasan anggarannya.

76



